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RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mendukung pencapaian Reformasi birokrasi di bidang
aparatur, Badan Kepegawaian Negara berkomitmen untuk melaksanakan

melalui program Quick Wins BKN. Untuk mengoperasionalkan program-
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program yang tercantum dalam Quick Wins BKN, maka Tim Reformasi
Birokrasi BKN membentuk beberapa kelompok kerja (Pokja) yang
bertanggung jawab untuk mennyukseskan program-program yang
mendukung Reformasi Birokrasi di BKN sesuai bidang tugasnya. Salah
satunya adalah Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM. Tujuan pokja ini
adalah untuk menjamin sistem manajemen SDM dapat menghasilkan
pegawai yang kompeten dan professional. Pada tahun 2017, Pokja Penataan
Sistem Manajemen SDM memiliki Rencana Kerja yang terdiri dari 13 (tiga
belas) kegiatan. Sampai dengan akhir tahun 2017, semua kegiatan dalam
Rencana Kerja Pokja ini telah terrealisasi. Meskipun demikian ada 1 (satu)
kegiatan yang masih belum seratus persen terrealisasi, yaitu pemetaan
potensi dan kompetensi pegawai BKN. Secara kuantitas belum semua
pegawai mengikuti kegiatan pemetaan potensi dan kompetensi. Realisasi
kegiatan pemetaan potensi dan kompetensi ini dilanjutkan pada tahun
2018. Secara kualitas, kegiatan pemetaan potensi dan kompetensi telah
dimanfaatkan untuk pengembangan pegawai, melalui Sistem Manajemen
Talenta BKN. Dengan terrealisasinya kegiatan-kegiatan 2017 Pokja
Penataan Sistem Manajemen SDM, diharapkan dapat mendukung

pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN secara umum.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan reformasi birokrasi di Indonesia adalah untuk menciptakan
birokrasi pemerintah yang profesional memiliki karakteristik, berintegrasi,
berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan
memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Kepegawaian Negara
mendasarkan pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16
Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian
Negara 2015-2019.

Sebagai instansi yang diberikan amanah untuk melakukan
pembinaan dan menyelenggarakan manajemen kepegawaian secara
nasional, BKN memiliki komitmen untuk terus melakukan reformasi
birokrasi, antara lain melalui Quick Wins (layanan unggulan) yang diberikan
kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mengoperasionalkan beberapa
program yang tercantum dalam Quick Wins BKN, maka Tim Reformasi
Birokrasi BKN membentuk beberapa kelompok kerja (Pokja). Setiap Pokja
bertanggung jawab untuk menyukseskan program-program yang
mendukung Reformasi Birokrasi di BKN sesuai bidang tugasnya. Salah satu
dari 8 (delapan) kelompok kerja Reformasi Birokrasi di BKN adalah
Penataan Sistem Manajemen SDM.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian penting dalam
organisasi dalam rangka pencapaian visi dan tujuan organisasi. Sumber
daya manusia merupakan sumber daya yang bersifat intangible yang
memerlukan pengelolaan yang berbeda dengan sumber daya lainnya yang
bersifat tangible. Sumber daya manusia dianggap juga sebagai aset yang
sering disebut dengan human capital. Menurut paradigma ini, manusia

tidak lagi dipandang hanya sebagai ‘sumber daya’ tetapi aset yang harus
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dipelihara dan dipertahankan. Untuk itulah pengelolaan SDM sebagai asset
harus dimulai sejak perencanaan kebutuhan organisasi.

Dalam merencanakan kebutuhan pegawai, organisasi harus
mendasarkan pada rencana jangka panjang atau yang lebih dikenal man
power planning. Perencanaan jangka panjang ini harus sejalan dengan
strategi organisasi dalam mencapai visi dan tujuan organisasi. Dengan
adanya linkage antara strategi organisasi dengan kebutuhan SDM, akan
dapat didesain manajemen SDM yang memiliki alignment dengan strategi
dan proses bisnis organisasi.

Proses manajemen SDM diawali dengan perencanaan kebutuhan yang
secara teknis mendasarkan pada analsis beban kerja yang disesuaikan
dengan forecasting tentang perkembangan tugas dan fungsi. Proses
perencanaan kebutuhan ini akan menghasilkan formasi, yaitu suatu
kondisi kebutuhan terhadap SDM dengan kualifikasi sesuai dengan
kebutuhan organisasi. Setelah formasi ditetapkan kemudian ditindaklanjuti
dengan proses rekrutmen. Proses ini menjadi salah satu proses yang kritis,
karena proses ini menjadi penentu human asset yang akan dimiliki
organisasi. Proses ini harus mendasarkan pada merit system, dengan
metode seleksi yang transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN.

Ketika SDM yang dibutuhkan sudah diperoleh, proses selanjutnya
adalah mengembangkan SDM tersebut. Pengembangan SDM terkait dengan
pengembangan kompetensi dan pengembangan karier. Pengembangan SDM
merupakan kebutuhan individu pegawai dan kebutuhan organisasi.
Pegawai secara individu membutuhkan aktualisasi diri melalui
pengembangan kompentensi dan karier. Organisasi memiliki kebutuhan
untuk meningkatkan ‘fungsi’ dari human assetnya. Untuk dapat
mengembangkan SDM, perlu dilakukan assessment untuk seluruh pegawai,
untuk mengetahui potensi dan kompetensi yang dimiliki.Pengembangan
karier SDM juga terkait dengan promosi pada jabatan yang dilakukan
secara terbuka, kompetitif dan objektif.

Untuk dapat memberikan motivasi terhadap SDM, perlu adanya

pemberian reward yang didasarkan pada kinerja. Untuk itulah diperlukan
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penilaian kinerja yang akurat. Penilaian kinerja secara individual harus
sejalan dengan kinerja organisasi. Capaian kinerja individual menjadi salah
satu dasar pemberian reward berupa tunjangan untuk pegawai. Selain
pemberian reward, diperlukan juga penegakan aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku pegawai.Hal ini merupakan bentuk punishment bagi
pegawai yang melakukan pelanggaran.Untuk itulah perlunya organisasi
menetapkan standar disiplin pegawai.

Untuk menunjang manajemen SDM diperlukan sistem informasi
kepegawaian yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan dapat
mendukung pengambilan keputusan terkait dengan manajemen
SDM.Sistem informasi kepegawaian tersebut juga harus selalui diperbarui

(update) untuk menjaga keakuratan data-data kepegawaian.

B. TUJUAN
Mendasarkan pada latar belakang di atas, tujuan penataan sistem
manajemen SDM adalah untuk menjamin sistem manajemen SDM dapat

menghasilkan pegawai yang kompeten dan professional.
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A. RENCANA KERJA 2017

BAB 11

SUBSTANSI

2017 memiliki program-program kerja sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kelompok kerja (POKJA) Penataan Sistem Manajemen SDM pada tahun

Rencana Kerja Tahun 2017 Kelompok Kerja Penataan Sistem

Manajemen SDM

No Kegiatan Capaian Dokumen

1 Pengembangan - Analisis Jabatan - Dokumen
Standardabatan - Pengembangan Analisis Jabatan
(Kualifikasi dan Standar 2018
Kompetensi Manajerial Kompetensi - Dokumen
dan Teknis) Jabatan Standar

Kompetensi
Manajerial (SKM)
- Dokumen
Standar
Kompetensi
Teknis (SKT)

2 Pemetaan Kebutuhan Analisis Beban Kerja Dokumen Analisis
Pegawai Berbasis Beban Kerja 2017
Kualifikasi dan
Kompetensi, serta Renstra
BKN

3 Pengembangan e- Terwujud e- Dokumen e-
Perencanaan Pegawai Perencanaan Formasi

Pegawai
4 Seleksi pegawai berbasis Pelaksanaan seleksi - Dokumen
IT/CAT CPNS 2017 pengumuman
penerimaan
CPNS 2017
- Pengumuman
hasil seleksi
CPNS via
website
5 Pemutakhiran Materi tes Materi tes CPNS - (narasi)
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CPNS

dimutakhirkan

6 Pemetaan Potensi dan

Kompetensi Pegawai

- Pemetaan potensi
dan kompetensi
JPT

- Pemetaan Potensi
dan Kompetensi
Administrator dan
Pengawas.

- Pemetaan Potensi
dan Kompetensi
Pelaksana

- Pemetaan Potensi
dan Kompetensi
JFT

- Pemetaan Potensi
dan Kompetensi
CPNS

- Dokumen bukti
kerjasama
dengan pihak
ke-3 yang
melakukan
assessment
terhadap JPT.

- Dokumen hasil
pemetaan
potensi dan
kompetensi
administrator,
pengawas,
pelaksana, JFT
dan CPNS.

7 Sertifikasi Teknis Pelaksanaan Sertifikat teknis
Pengelola Kepegawaian sertifikasi teknis pengelola

bagi pengelola kepegawaian
kepegawaian

8 Pengembangan sistem Pengiriman pegawai - Dokumen bukti
magang untuk melakukan pengiriman

magang kerja pegawai untuk
melakukan
magang kerja

9 Penerapan Seleksi Terbuka - Pelaksanaan - Dokumen
untuk JPT seleksi terbuka pengumuman

untuk JPT seleksi JPT di
website.
- SK Tim seleksi
- Daftar peserta
10 Penerapan e-SKP Penerapan e- - Dokumen
Semangat e-Lapkin
- Dokumen
contoh
cascading
(kesesuaian)
ukuran kinerja
individu dengan
kinerja
organisasi.

11 Penerapan Peraturan - Pelaksanaan - Dokumen
Disiplin dan Kode atik penegakan laporan
Pegawai disiplin pegawai pelaksanaan

penegakan

disiplin pegawai
2017
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Statistik

Kepatuhan
Pegawai
12 Pemutakhiran bobot dan - Pelaksanaan Dokumen
kelas jabatan pemutakhiran Informasi Faktor
bobot dan kelas jabatan
jabatan Dokumen Peta
Jabatan
13 Penerapan Sistem - Pengembangan Dokumen buku

Informasi Kepegawaian

dan penerapan
SIK berbasis web
Pengembangan
dan penerapan
sistem informasi
kehadiran
berbasis web
Pembuatan
statistik
kepegawaian

manual presensi
online.
Dokumen buku
statistik
kepegawaian
2016 - 2017.

B. PROGRES DAN REALISASI

Rencana kerja RB Bidang Penataan Manajemen SDM 2017 secara

umum telah semua terlaksana, meskipun untuk kegiatan pemetaan potensi

dan kompetensi belum semua terlaksana. Kegiatan pemetaan potensi dan

kompetensi untuk pelaksana dimulai pada tahun 2018. Secara lengkap,

progress pelaksanaan rencana kerja RB Bidang Penataan Manajemen SDM

2017 dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Pengembangan Standard Jabatan

Manajerial dan Teknis)

Kegiatan pengembangan

(Kualifikasi dan Kompetensi

standard jabatan dilaksanakan dengan

melakukan analisis jabatan dan penyusunan standard kompetensi

jabatan. Standard kompetensi jabatan meliputi kompetensi manajerial,

kompetensi teknis dan kompetensi sosial-kultural. Kegiatan analisis

jabatan telah dilakukan pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2017,
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konsep, yang akan disahkan pada tahun 2018.Standard kompetensi
manajerial dan standard kompetensi teknis telah disusun dan

diselesaikan pada tahun 2017.

2. Pemetaan Kebutuhan Pegawai Berbasis Kualifikasi dan Kompetensi,
serta Renstra BKN
Kegiatan pemetaan kebutuhan pegawai di Badan Kepegawaian Negara
dilakukan dengan menyusun dan menetapkan formasi. Pada tahun
2017 penyusunan formasi dilakukan dengan e-Formasi. Penggunaan e-
Formasi ini untuk menjamin pegawai yang dibutuhkan sesuai dengan
kualifikasi, kompetensi dan rencana strategis BKN. Penyusunan formasi
kebutuhan pegawai di BKN mengacu pada Surat Edaran Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B- 2156
/M.PAN.RB/5/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Penerapan Sistem e-
Formasi. Usul Formasi Aparatur Sipil Negara, PNS dan PPPK BKN tahun
2017 terlampir.

3. Pengembangan e-Perencanaan Pegawai
Pada tahun 2017, BKN mengembangkan aplikasi e-Perencanaan
Pegawai di BKN. Sampai dengan akhir tahun 2017, aplikasi tersebut
masih dalam proses pengembangan. Sistem aplikasi perencanaan
pegawai tersebut dapat memberikan kemudahan untuk melakukan
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, sekaligus penyusunan

Standar Kompetensi Manajerial (SKM).

4. Seleksi pegawai berbasis IT/CAT
Sejak tahun 2010 BKN telah menggunakan Computer Assissted Test
(CAT) dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di BKN. Tahun
2017, BKN mengadakan seleksi Calon ASN dengan menerapkan prinsip-
prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabel, transparan dan non-
diskriminasi. Dalam pelaksanaannya dengan menggunakan CAT

(Computer Assisted Test) untuk Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan
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Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), Ringkasan laporan kegiatan tersebut

dapat dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Ringkasan Laporan Kegiatan Seleksi CPNS BKN tahun 2017

Dasar Hukum
Pelaksanaan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun
2002

- Peraturan Kepala BKNNomor 30 Tahun
2007 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil

- Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun
2010 tentang Pedoman Ujian
Penyaringan CPNS di lingkungan BKN.

- Permenpan Nomor 20 Tahun 2017
tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan
Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan
Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
Tahun 2017.

- Permenpan Nomor 22 Tahun 2017
tentang Nilai Ambang Batas Tes
Kompetensi Dasar Seleksi Calon
Pegawai Negeri Sipil tahun 2017.

- Surat Keputusan Menpan Nomor 81
tahun 2017 tanggal 31 Agustus 2017
tentang penambahan alokasi formasi
CPNS.

-  Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 123.1/KEP/2017
tentang penujukkan anggota Panitia
Seleksi Pengadaan Calon Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan BKN

Formasi

Berdasarkan SK Menpan Nomor 81 Tahun
2017 tanggal 31 Agustus 2017, BKN pada
tahun anggaran 2017 mendapatkan
tambahan alokasi formasi sejumlah 212
orang dengan rincian 93 orang untuk
formasi pusat dan 119 untuk formasi
kantor regional. Realisasi formasi tersebut
sebanyak 133 orang sedangkan 79 formasi
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belum terealisasi.

Pengumuman Pengumuman Pendaftaran dan Tata cara
Penerimaan CPNS BKN Tahun Anggaran
2017 melalui website BKN pada tanggal 5
September 2017 dalam situs
www.bkn.go.id dan www.sscn.bkn.go.id
Selain itu pengumuman tertulis
ditempelkan pada papan pengumuman
BKN.

Jumlah Peserta Seleksi Jumlah peserta yang lulus seleksi
administrasi : 307 orang untuk pusat, dan
655 orang untuk seluruh kantor regional.

Tahapan pelaksanaan 1. Seleksi Administrasi
seleksi 2. Seleksi Kompetensi Dasar
3. Seleksi Kompetensi Bidang
Waktu pelaksanaan Pelaksanaan ujian seleksi untuk Pusat
seleksi pada tanggal 19 Oktober 2017 dan untuk

Kantor Regional berbeda untuk masing-
masing, yaitu antara tanggal 11, 12 dan
13 Oktober 2017.

5. Pemutakhiran Materi tes CPNS
Pemutakhiran materi tes CPNS dalam CAT dilakukan oleh konsorsium
yang beranggotakan Kemenpan-RB, BKN dan Perguruan Tinggi Negeri.
Hasil dari pembahasan dalam konsorsium tersebut kemudian diberikan
kepada BKN selaku pengelola CAT nasional, untuk dimasukkan dalam
sistem CAT. Pemutakhiran tersebut dilakukan secara berkala atau
ketika akan dilakukan seleksi CPNS. Kewenangan BKN dalam hal ini
hanya menyimpan dalam sistem CAT dan tidak berwenang melakukan

perubahan-perubahan terhadap materi tes.

6. Pemetaan Potensi dan Kompetensi Pegawai
Pemetaan potensi dan kompetensi perlu dilakukan untuk dapat
menyusun sistem karier. Hasil pemetaan potensi dan kompetensi
pegawai digunakan untuk menentukan bagaimana pengembangan
karier pegawai tersebut, termasuk di dalamnya pengembangan

kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, ataupun terkait dengan
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pengembangan karier, misalnya untuk rotasi, promosi dan penugasan
khusus. Bagi organisasi, hasil pemetaan potensi dan kompetensi
terhadap seluruh pegawai akan menghasilkan sistem manajemen
talenta.

Kegiatan pemetaan potensi dan kompetensi pegawai di BKN
dilakukan dengan pengelompokan jabatan, yaitu JPT, Administrator dan
Pengawas, Pelaksana termasuk CPNS, dan Jabatan Fungsional.Namun
demikian dalam pelaksanaan seringkali digabungkan. Kegiatan

pemetaan potensi dan kompetensi yang telah dilakukan untuk pegawai

BKN dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kegiatan Pemetaan Potensi dan Kompetensi Pegawai di BKN
Tahun 2017
Tanggal/ Jabatan Jumlah Kegiatan
Tempat

5 — 6 Desember  Administrator, 132 peserta  Psikotes dan
2017 Pengawas, dan (4 peserta LGD
Di Kantor Pusat  Pelaksana di Pusat, tidak hadir)

Kanreg III BKN
Bandung, dan Kanreg
V BKN Jakarta

11- 12 Desember Administrator, 10 peserta  Psikotes dan
2017 Pengawas, dan LGD
Di Kanreg VI Pelaksana di Kanreg
BKN VIII BKN Banjarmasin
Banjarmasin
11-12 Administrator, 22 peserta  Psikotes dan
Desember 2017 Pengawas, dan LGD
Di Kanreg Il BKN Pelaksana di Kanreg
Surabaya IT BKN Surabaya dan
Kanreg X BKN
Denpasar
11-12 Administrator, 22 peserta  Psikotes dan
Desember 2017  Pengawas, dan LGD
Di Kanreg IV Pelaksana di Kanreg

BKN Makassar IV BKN Makassar dan
Kanreg XI BKN

Manado
11-12 Administrator, 17 peserta  Psikotes dan
Desember 2017  Pengawas, dan LGD

Di Kanreg XIV Pelaksana di Kanreg
BKN Sorong IX BKN Jayapura
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danKanreg XIV BKN
Sorong
11-12 Administrator, 23 peserta  Psikotes dan
Desember 2017  Pengawas, dan LGD
Di Kanreg VI Pelaksana di Kanreg
BKN Medan VI BKN Medan dan
Kanreg XII BKN
Pekanbaru
11-12 Administrator, 15 peserta  Psikotes dan
Desember 2017  Pengawas, dan LGD
Di Kanreg VII Pelaksana di Kanreg
BKN Palembang VII BKN Palembang

Hasil pemetaan potensi dan kompetensi terhadap 241 administrator,
pengawas dan pelaksana tersebut telah diinput ke dalam sistem
informasi manajemen talenta (e-Manajemen Talenta/SINTA).

Pemetaan potensi dan kompetensi terhadap Pejabat Tinggi (JPT)
dilaksanakan pada tahun 2017. Pemetaan potensi dan kompetensi ini
sekaligus dilakukan dalam rangka seleksi JPT Utama. Assessment
terhadap JPT ini dilakukan oleh pihak ketiga, untuk menjamin
objektivitas.

Pemetaan potensi dan kompetensi untuk administrator dan
pengawas dilanjutkan pada tahun 2018. Pada awal tahun 2018
pemetaan potensi dan kompetensi dilaksanakan untuk administrator

dan pengawas pada S (lima) kantor regional, dengan data sebagai

berikut:
Tabel 2.4
Kegiatan Pemetaan Potensi dan Kompetensi Pegawai di BKN
Tahun 2018

Tanggal/ Jabatan Jumlah Kegiatan

Tempat
19 Maret 2018 | Administrator dan 24 peserta (5 Psikotest dan
Di Kanregl I Pengawas di Kanreg I | administrator | LGD
BKN BKN Yogyakarta dan 19
Yogyakarta pengawas)
21 Maret 2018 | Administrator dan 7 peserta (1 Psikotest dan
Di Kanreg VII | Pengawas administrator | LGD
BKN dan 6
Palembang pengawas)
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2 April 2018 Administrator dan 15 peserta (4 Psikotest dan
Di Kanreg II | Pengawas administrator | LGD
BKN Surabaya dan 11
pengawas)
16 April 2018 | Administrator dan 13 peserta (4 Psikotest dan
Di Kanreg XII | Pengawas administrator | LGD
BKN dan 9
Pekanbaru pengawas)
17 April 2018 | Administrator dan peserta ( Psikotest dan
Di Kanreg III Pengawas administrator | LGD
BKN Bandung dan 14
pengawas)

Pemetaan potensi dan kompetensi untuk pelaksana dilaksanakan

pada tahun 2018 dengan target 100.000 pegawai. Pelaksanaan
pemetaan potensi dan kompetensi pelaksana direncanakan pada bulan
September 2018.Pada Januari 2018 telah dilakukan pemetaan potensi
dan kompetensi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pemetaan
potensi dan kompetensi ini diikuti oleh 129 CPNS Pusat dan Kantor

Regional.

7. Sertifikasi Teknis Pengelola Kepegawaian
Kegiatan sertifikasi teknis pengelola kepegawaian sampai dengan akhir
tahun 2017 telah dilakukan. Kegiatan ini dalam bentuk sertifikasi
profesi untuk jabatan fungsional Analis Kepegawaian. Sertifikasi profesi
jabatan fungsional analis kepegawaian ini diatur dengan Peraturan
Kepala BKN nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan
Sertifikasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian.Latar
belakang kegiatan ini adalah bahwa untuk ke depan, jabatan fungsional
harus ada spesialisasi. Misalnya Analis Kepegawaian spesialis kenaikan
pangkat, Analis Kepegawaian spesialis pensiun, dll.

Menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2015 ini,
Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian adalah
proses penilaian dan penetapan atas jenis dan tingkat kompetensi yang
dikuasai oleh Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian berdasarkan hasil

uji kompetensi dengan mengacu kepada standar kompetensi kerja yang
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ditetapkan.Standar Kompetensi Kerja Jabatan Fungsional Analis
Kepegawaian merupakan standar kompetensi teknis Jabatan Fungsional
Analis Kepegawaian yang menjadi ukuranfkriteria kemampuan kerja
meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, danlatau keahlian serta
sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatan secara
profesional di bidang pengelolaan kepegawaian.

Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
adalah proses penilaian dan penetapan atas jenis dan tingkat
kompetensi yang dikuasai oleh Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian
berdasarkan hasil uji kompetensi dengan mengacu kepada standar
kompetensi kerja yang ditetapkan. Sertifikasi ini dilakukan dan
diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kepegawaian Badan
Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat LSPK-BKN, yaitu
lembaga yang memiliki kewenangan menyelenggarakan kegiatan uji
kompetensi dan sertifikasi Jabatan Fungsional Kepegawaian.Sertifikat
Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian adalah bukti
pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi Pejabat Fungsional
Analis Kepegawaian yang diberikan oleh LSPKBKN. Sertifikasi untuk
jabatan fungsional selain analis kepegawaian dilakukan oleh instansi
Pembina. Seperti misalnya jabatan fungsional arsiparis, pemberian
sertifikasi dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Pada tahun 2017, pejabat fungsional arsiparis di BKN mendapatkan
sertifikasi kompetensi dari ANRI sebanyak 5 (lima) orang.

8. Pengembangan Sistem Magang
Magang merupakan salah satu bentuk pengembangan pegawai yang
non-classical atau non-diklat. Pengembangan sistem magang di BKN
telah dimulai pada tahun 2015 dengan mengirimkan pegawai dari Biro
Perencanaan untuk magang di Badan Perencana Pembangunan
Nasional (Bappenas). Sistem magang di BKN belum sepenuhnya
terlaksana, karena sistem masih terus dibangun untuk menemukan

format yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai
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di BKN. Sistem magang lebih mendasarkan pada kebutuhan
pengembangan kompetensi yang tidak dapat diperoleh melalui
pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara klasikal. Sistem
magang dibutuhkan oleh pegawai yang memerlukan observasi dan

praktik langsung tentang suatu kompetensi.

9. Penerapan Seleksi Terbuka untuk JPT
Kegiatan seleksi terbuka di BKN pada tahun 2017 dilakukan untuk
jabatan pimpinan tinggi madya yaitu Deputi Bidang Pembinaan
Manajemen Kepegawaian. Ringkasan laporan kegiatan ini dipaparkan

pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Ringkasan Laporan Kegiatan Seleksi Terbuka untuk JPT Utama

Pengumuman Pengumuman Nomor
01/PENG/PANSEL/2017 tentang Seleksi
Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya Badan Kepegawaian Negara 2017

Nama jabatan yang lowong | Deputi Bidang Pembinaan Manajemen
Kepegawaian (JPTM)

Jumlah Peserta Seleksi 7 orang
Tahapan pelaksanaan Tahap I seleksi administrasi
seleksi Tahap II seleksi kompetensi teknis bidang

kepegawaian dengan menggunakan
computer assissted test (CAT)

Tahap III seleksi kompetensi manajerial,
sosial kultural dan bahasa Inggris

Tahap IV tes kesehatan, tes kejiwaaan dan
tes bebas narkoba

Tahap V wawancara akhir oleh Panitia

Seleksi.
Jumlah Panitia Seleksi 1 Ketua
1 Sekretaris
3 Anggota
Waktu pelaksanaan Agustus s.d. September 2017

seleksi
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Selain untuk memilih JPT madya, pada tahun 2017, BKN
menyelenggarakan seleksi terbuka untuk JPT pratama. Ringkasan

laporan kegiatan ini dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Ringkasan Laporan Kegiatan Seleksi Terbuka untuk JPT Pratama

Pengumuman Pengumuman Nomor
02/PENG/PANSEL/2017 tentang Seleksi
Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya Badan Kepegawaian Negara 2017

Nama jabatan yang lowong | 1. Inspektur (JPTP-01)

2. Direktur Jabatan ASN (JPTP-02)

3. Direktur Pengawasan dan
Pengendalian Bidang Formasi,
Pengadaan dan Pasca Pendidikan
(JPTP-03)

4. Direktur Pengawasan dan
Pengendalian Bidang pengangakatan,
Kepangkatan dan Pemberhentian
dalam Jabatan (JPTP-04)

5. Direktur Pengawasan dan
Pengendalian Bidang Gaji, Tunjangan,
Kesejahteraan dan Kinerja (JPTP-05)

Jumlah Peserta Seleksi JPTP-01 : 9 peserta (8 peserta memenuhi
syarat, 1 peserta tidak memenuhi syarat)
JPTP-02 : 11 peserta (10 peserta
mememnuhi syarat, 1 peserta tidak
memenuhi syarat)

JPTP-03 : 14 peserta (12 peserta
memenuhi syarat, 2 peserta tidak
memenuhi syarat)

JPTP-04 : 17 peserta (14 peserta
memenuhi syarat, 3 peserta tidak
memenuhi syarat)

JPTP-05 : 12 peserta (10 peserta
memenuhi syarat, 2 peserta tidak
memenuhi syarat)

Tahapan pelaksanaan Tahap I seleksi administrasi

seleksi Tahap II seleksi kompetensi teknis bidang
kepegawaian dengan menggunakan
computer assissted test (CAT)

Tahap III seleksi kompetensi manajerial,
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sosial kultural dan bahasa Inggris

Tahap IV tes kesehatan, tes kejiwaaan dan
tes bebas narkoba

Tahap V wawancara akhir oleh Panitia

Seleksi.
Jumlah Panitia Seleksi 1 Ketua
1 Sekretaris
3 Anggota
Waktu pelaksanaan Agustus s.d. September 2017

seleksi

Keterbukaan dari proses seleksi JPTM dan JPTP ini dapat dilihat
dari pengumuman di web BKN yang dapat diakses oleh setiap pegawai
dan masyarakat umum. Selain itu, hasil seleksi kompetensi teknis dan
juga hasil akhir seleksi JPTM dan JPTP ini diumumkan secara terbuka
melalui web BKN.

10.Penerapan e-SKP
Badan Kepegawaian Negara telah menerapkan Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP) sejak tahun 2014. Pada tahun 2015 BKN membangun e-SKP yang
diberi nama e-Kinerja yang berisi e-Kinerja ASN dan eSemangat-Tunkin.
E-Kinerja merupakan sistem untuk mengelola kinerja pegawai secara
online, yang meliputi laporan kinerja SKP, laporan kinerja produktivitas,
dan SKP tahunan.

Pada tahun 2017 - 2018 dikembangkan e-Kinerja baru yang lebih
lengkap karena dapat menjamin cascading antara atasan dan bawahan.
Sistem tersebut akan di-launching pada bulan Agustus 2018 dan akan
diujicobakan pada tahun 2018.

Salah satu hal penting dalam sasaran kinerja individu adalah
adanya keterkaitan atau cascading kinerja organisasi. Dengan cascading
akan menjamin bahwa kegiatan tugas pegawai sejalan dengan tugas
dan fungsi organisasi. Dengan demikian penilaian kinerja individu
pegawai akan sejalan juga dengan penilaian kinerja organisasi. Berikut

adalah contoh cascading dari JPT Utama sampai dengan pelaksana.
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Kegiatan Tugas Jabatan Sekretaris Utama BKN sesuai dengan
strukturnya, salah satunya adalah “merencanakan penempatan pegawai

yang sesuai dengan kompetensinya” (poin 8 pada gambar berikut).

Gambar 2.1. Capaian Sasaran Kerja Sekretaris Utama

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama : Usman Guman i
vari s.d. 31 Desember 2017

Jangka Waktu Pen
TARGET REALISASI | _Nicar
NO 1. Kegiat ugas Jabatan AK AK — I PENGHITUNGAN || CAPAIAN
[ <umnv owpen J[cvovmaa]]  wota || oiva Wuant Output || Kustneura || Wakta || miaya o
: - i SKE——

dok 100 12 bin 0 1 dok as 12 bin 271.0f 90,33

2 « 1 dok 100 12 bin o 1 dok 100 12 bin 276,00 92,004
dok ' 2 0 dok 100 v 501 52,00
' dok 100 2w 0 ' sok 3 2 o o a1
« i 0 1 dok %9 2 b 916
1 dok 100 1 bl o 1 dok 100 1 82,00
o ! bl 1 1op o ' 91,33
i o 00 ; v =S = T o o1
e - S Nilai Capaian SKP ] 21.57
= — . a (Sanoat Baik)

Jakarta, 29 Desember 2017
Pejabat Penilai,

Bima Hari ibisana
// 19610719 198903 1 001

Pejabat Tinggi Pratama di bawah Sekretaris Utama BKN adalah Kepala
Biro Kepegawaian. Kegiatan Tugas Jabatan Kepala Biro Kepegawaian
yang merupakan operasionalisasi dari kegiatan tugas jabatan Sekretaris
Utama yaitu merencanakan penempatan pegawai yang sesuai dengan
kompetensinya adalah menyelenggarakan pengembangan kompetensi
ASN BKN (poin 4 pada gambar berikut). Penempatan pegawai sesuai

kompetensinya merupakan bagian dari pengembangan kompetensi.

Gambar 2.2. Capaian Sasaran Kerja Kepala Biro Kepegawaian
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FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO |I. PEJABAT PENILAI NO Jil. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 [Nama Usman Gumant, S.H, M.Si 1 INama Dra. Anjaswan Dewi. M.M
2 NP 195808181984031001 2 INIP 196312021891032001
3 [Pangkat'Gal.Ruang Pembina Utama IV/e 3 PangkatiGol.Ruang  |Pembina Utama Muda vic
4 Riabatan Sekretaris Utama 4 Jabatan Kepala Biro Kepegawaian
5 __Jfunit Kea Sekretariat Utama 5 Unit Keda Biro Kepegawaizan
X TARGET
NO lll. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK
KUANT/IOUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1 |[Menstapkan Rencana Kerja Biro Kepsgawaian 2019 o 1 Dokumen 100 2 Bulan
Mery . dan Kegiatan Siro .

2 frabun 2018 o 16 Dokumen 100 12 Bulan

Yy an Layanan ] 5 Dokumen 100 12 Butan 1.207.420.000
4 i ASN BKN o 9 Dokumen 100 12 Bulan 2.093.773.000
5 [Pvenyelenggarakan Pengelolaan Kinerja ASN BKN dan Layanan Kesejahteraan [ 13 Lapcran 100 12 Butan 581.525.000
6 Laporan Biro ILAKE 4] 1 Dokurmen 100 2 Bulan
7 [InMenyelenggarakan Layanan Organisasi dan Tata Laksana [ 7 Dokumen 100 12 Bulan 258.245.000
& |IMenyelenggarakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi o 1 Dokumen 100 12 Bulan 72.410.000

ygarakan pegawa dingk BKN dan Kantor Regional

g S o 4 Dckumen 100 12 Bulan 6808.725.000
10 [[Melaksanakan survey kepuasan pegawai [ 1 Laporan 100 2 Bulan

2 Januan 2018

Pejabat Penilai Pegawai Negél ipil Yang Dinilai

Dra. Anjaswari Dewi, M.M

umanti
195808181984031001 196312021991032001

Pejabat administrator di bawah Kepala Biro Kepegawaian adalah Kepala
Bagian Mutasi Kepegawaian. Kegiatan Tugas Jabatan Kepala Bagian
Mutasi Kepegawaian yang merupakan operasionalisasi dari Kegiatan
Tugas Jabatan Kepala Biro Kepegawaian yaitu melaksanakan
pengembangan kompetensi ASN BKN adalah “menyusun pelaksanaan

pengangkatan dalam jabatan” (poin 4 pada gambar berikut).

Gambar 2.3. Capaian Sasaran Kerja Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jangka Waktu Penilaian 3 Januari s d. 29 Desember 2017
TARGET REALISASI NILAT
I Kegiatan T Jabat AK AK CAPAIAN
NG Ml ot aennd Kuany Outout | KualMuty Waktu Biaya Kuant/ Output KualMulul Waktu Baya NGAN SKP
- T 5 T % o o i re
[Meqyusun rencana oper; nal g ingkungar tasi
1 [pemmyugn Encace crersal L Mplga mORS 0 5 dokumen| 100 f 3 busn ] 3 dowmen] 97 f| 3 buen 273.00) 9109
lkepegawaian
2 [[Menyusun rencana kebutuhan peganai/pengajuan o || 212 dokumenl[ 100 4 buen 0 133 gowmen| 9% f| 4 buan 23474 7825
3 [Menyusun pelaksanaa rencana rekrutmen PNS 0 3 dokumen| 100 4 buien 0 3 dokumen o5 4 bulan 272.00) 906
41 fMenyusun pengangkatan dalam jabatan 0 13 dokumenf| 100 [ & tuan 0 13 dokumen | 96 | 4 ouan 27200 20 67}
un kenalkan gajt barkala 0 83¢  gckumen 100 4 butan 0 634 dokumen % 4 pulan 272.00f 90 67]
[Menyusun mutas: pejabat antar BKN Pusat dan Kanior > = 2 o = o =3
[Regional BKN 0 92 dokumenf 100 4 bulan 0 32 dokumen | 96 4 bulan 272,00 5067
7 |IMenyusun pelaksanaan validas can kocrdinasi s a = o R
lpermberhentian PNS 0 132 dokumen || 100 4 bulr 0 132 dokumen | 96 4 buln 272,00 90867
8 [Me aperjskat dalam rangka mutasi & KP
L R o 38 ocowmen| w0 | 2 buen 0 378 gowmen|| o || 4 oueaf - 272.00) 9067
9 J»;e' yusun pelaksanaan PelantkanPengambilan Sumpan ff 2 gowmenll 100 e 0 2 doldnen o 4 buden 272 00} a0 67
Dalan
10 fenyusun pemberhentian dan pensiun o 132 cokumenl 100 4 vulan 0 132 dokumen 9% 4 tulan 272.00 90 67]
17 [Irenyusun laporan peiakssanaan tugas di lingkungan N . . R i
[Bagian Mutasi Kepegawaian ¢ 5 ackumen 100 B bulan 0 5 dokumen 100 4 bulan 276 .0f 92 00
Il TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS/IUNSUR
IPENUNJANG
1_|[Tim Sekretariat Secleksi JPT ;
2 |[(kreatifitas) -
(kreatifitas)
. " 90.69
Nilai Capaian SKP e
(Baik)
Dra, Anjaswari Dewi, M.M.
19631202 199703 2 001
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Pejabat pengawas di bawah Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian adalah
Kepala Subbagian Kepangkatan. Kegiatan Tugas Jabatan Kepala
Subbagian Kepangkatan yang merupakan operasionalisasi kegiatan
“menyusun pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan”, adalah
“menyiapkan keputusan pengangkatan, kenaikan, pembebasan
sementara, pengangkatan Lkembali dan pemberhentian jabatan

fungsional” (poin 3 pada gambar berikut).

Gambar 2.4. Capaian Sasaran Kerja Kepala Subbagian Kepangkatan

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jangka Waktu Penilaian 2 Januari s.d. 31 Desember 2017

NO I I. Kegiatan Tugas Jabatan AK TARGE AK TR PENGHITUNGAN NILAI
Kuant/ Ouepus Vakiu Biaya Kuant/ Jutput KuahMutu Waktu Biaya CAPAIAN
e = T T = i u T 53 =
. |Menyustn rencana kegatan Subeg Kepanghelar 5
0 1 cokumen 100 1 bulan 0 0 1 gokumen a8 1 bulan 271,00 &7.7%
2 [Menyiapkan bahan usul can Keputusan Kanaikan [ 350  cokumen 100 12 buan|l o 0 377 dokumen o5 12 bulen 278,71 59,68
enyiapkan Keputusan Pengangeatan, Kenaken,
Pgmkm ‘kembak dan 0 s dokumen 100 12 bulan 0 o 100 dokumen @5 12 Sulan 304,33 76,08
iz Jabedan Furgsional
4 [Meryaoken Surat Pembartahusn Kenakan Gaj Benalall ¢ 675  dokumen 100 12 pulan]| o ) 675  dokumen o5 12 bulan 271,00 67,75
Meny@okan usul dan Kepulisan perhitungan Masa
5 [Keia Q B dokumen 100 12 bulsn]| 0 0 2 dokumen % 12 bulan 571,00 142,74
6 o 450 dokumen 100 12 ° bulan 0 0 497 dokumean % 12 bulan 28144 70,354
Prenyiapkan Keputusan pembarhentian dan Jabatan
L | SE 0 2 dakumen 100 12 bdanll 0 ] 2 dokumen 9% 12 buen 271,00 7,75
B |[envusun kaporan pelaksanaan fugas diingkungan Sub || o 2 laporan 100 4 bdenf] 0O a 4 \eparan 95 4 bulan 271.00 57.75)
3
10
I. TUGAS TAMBAHAN DAN
KREATIVITAS/UNSUR PENUNJANG :
1 tugas tambahan)
tugas tambahan)
2 |[kreatifitas)
(kreatifitas)

78,73
(Baix)

Nilai Capaian SKP

Kepala Subbagian Kepangkatan membawahi beberapa pelaksana.
Pelaksana pada subbagian ini mempunyai Kegiatan Tugas Jabatan

“mengetik naskah jabatan fungsional” (poin 5 pada Tabel berikut).
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Gambar 2.5. Capaian Sasaran Kerja Pelaksana

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Nama : Euis Galih Peratiwi, S.Kom
Jangka Waktu Penilaian 3 Januari s.d. 29 Desember 2017
e
TARGET REALISASI NILAI
1. Kegiatan T AK AK PENGHITUN
NO I yldtan Tuges: Jabatan Kuant/ Output Waktu  ||Blaya Kuant! Outpid || KuabMuts || Wakiu Blaye ENGHITUNGAN CAPAIAN
v 3 = 3 s 2 T T T T s T
$ﬁ‘=====cmm Konsep surat, merio dinas sesuai dengan
g /esmnhish pengelien nkk mersparolet: il yarg o ff s surat 100 12 b - o | e sura 38 12 buanf - 2706 50.22)
iskehendaki
IMengonsep KP periode Apl oan OKtober 2017
2 o || 100 cokumen 100 12 baanf - 0 [ 10 cokumen 85 12 bulan 261.01 87.00)
g | [Meromestdste Kepatods Aud dari Okkher 2017 o || 100 sata 00 f| 12 vasnfl - f o [ w0  cam 8 f| 2 bua| - 264,00 88.00)
4 plengetik Naskah Peninjauan Masa Keija 0 5 SK 100 12 duanff - 0 7 SK 85 12 bulan - 302.00f 100,67}
5 GoBE ek b Pt e o || s ES 100 12 ouanff - 0 50 ES %0 12 bulan 2741 92.37]
i Naskah Cus Diuar Tan N
g ekt AR e o f 2 s 00 f| 2 el -l o ff 3 s« 85 [ 12 bamf - 261,00 870
5
7 [T Rikioh vt o | 10 surat 00 f| 12 ol - | o f 10 sua 8 12 ouanf - 264,00 8800
I. TUGAS TAMBAHAN DAN
KREATIVITAS/UNSUR PENUNJANG :
Memverifikasi Kelengkapan Berkas CPNS 0
1 Jpor7
2 JPanitia Seleksi TKD CPNS 2017 0 1
3 |Panitia Seleksi TKB CPNS 2017 0
85.93
Nilai Capaian SKP s
Jakarta, 3 Januari 2018
Pejabat Penilai,
Xy
19620/ 198403 1 001

Dalam Bagian Mutasi Kepegawaian juga terdapat pejabat fungsional
Analis Kepegawaian. Tugas Kegiatan Jabatan Analis Kepegawaian pada
Bagian Mutasi Kepegawaian yang merupakan operasionalisasi dari
Tugas Kegiatan “menyusun pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan”,
antara lain “menyiapkan data pegawai yang memenuhi syarat

administrasi untuk diangkat pada jabatan struktural”.
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Gambar 2.6. Capaian Sasaran Kerja Pejabat Fungsional Analis

Kepegawaian Muda

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Jangka Waktu Penilaian 3 Januari s.d. 31 Desember 2017
— e
TARGET REALISASI NILAI
NO I Kegiatan Tugas Jabatan AK AK
Kuant/ Output [ Kusimtotu || waktu || Bisya Kuant/ Output || kuavmuts || wakes || Baya SKP
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11.Penerapan Peraturan Disiplin dan Kode etik Pegawai
Pasal 49 Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa BKN
berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma,
standar, prosedur dan kriteria manajemen ASN. Ringkasan laporan
penerapan peraturan disiplin dan kode etik pegawai dapat dilihat pada

tabel berikut:
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Tabel 2.7
Rekapitulasi Jumlah Pegawai yang Terkena Hukuman Disiplin
Tahun 2017

Jumlah pegawai
yang terkena
HD
Tahun Tahun
2016 2017

Jenis Hukuman Disiplin

Ringan

1 Teguran Lisan 7 13
Teguran Tertulis 4 16

3 Pernyataan tidak puas secara tertulis 4 2
Sedang

1 Penundaan KGB selama 1 tahun - 3
Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 tahun - 2

3 Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah - -
selama 1 tahun

Berat

1 Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah 3 4
selama 3 tahun

2 Pemindahan dalam rangka Penurunan Jabatan - -

Setingkat Lebih Rendah
Pembebasan dalam Jabatan

4 Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas 4 6
Permintaan Sendiri

5 Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PP 1 -
32/1972)
Jumlah 24 46

Penerapan peraturan disiplin di BKN juga diikuti dengan pemberian
reward misalnya dalam bentuk Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB).
Pemberian KPLB diharapkan dapat memenuhi prinsip reward and
punishment. Dengan pemberian KPLB ini diharapkan dapat
menumbuhkan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih dari yang
dipersyaratkan. Pada periode tahun 2017-2018, BKN telah memberikan
KPLB kepada 1 (satu) orang pegawai di lingkungan Kantor Regional X
BKN Denpasar.
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12.Pemutakhiran Bobot dan Kelas Jabatan
Jabatan dan kelas jabatan di Badan Kepegawaian Negara diatur dengan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2015.
Perka BKN ini mengatur tentang 301 jabatan yang terdiri dari jabatan
pimpinan tinggi, administrator dan pengawas (Perka BKN Nomor 24

Tahun 2015, terlampir).

13.Penerapan Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem informasi kepegawaian yang diterapkan di BKN adalah SAPK,
sebagaimana yang diterapkan secara nasional. Pada tahun 2017 BKN
mengembangkan Sistem Informasi Kehadiran Terintegrasi (SIKAP BKN).
Sistem Informasi Kehadiran Terintegrasi (SIKAP) adalah sebuah sistem
yang mengelola data absensi pegawai berbasis web internet, dengan
mengintegrasikan semua tipe mesin yang ada dalam satu platform
online. Aplikasi ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan
tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Perka BKN no.12 tahun
2016.

Berikut tampilan Aplikasi SIKAP BKN dapat diakses via web Browser

Gambar 2.8. Tampilan Aplikasi SIKAP BKN

Sistem Informasi Kehadiran Terintegrasi
(SIKAP BKN)

SIKAP BKN
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Di bawah ini Tampilan untuk melakukan login kedalam sistem sikap
BKN, login ini bisa digunakan untuk operator daerah masing-masing

atau juga untuk login per-individu.

Gambar 2.9. Tampilan Halaman Log in SIKAP BKN

Sistem ini digunakan untuk mengelola data kehadiran yang tersebar di
setiap kantor bkn di seluruh Indonesia yang terhubung secara realtime
ke server bkn; dan kinerja pegawai yang diinput secara simultan oleh

operator lokal; untuk menghitung besaran tunjangan kinerja.
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Gambar 2.10. Beberapa Tampilan Halaman Aplikasi SIKAP BKN
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Selain SIKAP, terkait dengan sistem informasi kepegawaian, BKN telah
membuat Sistem Informasi Tata Naskah (SIPETA). Aplikasi SIPETA
merupakan sistem informasi kepegawaian yang dibuat secara online
dengan menggunakan jaringan internet dan satu basis data PNS untuk
mengelola arsip kepegawaian elektronik (image document) di lingkungan
BKN baik Kantor Pusat maupun Kantor Regional.Aplikasi SIPETA
merupakan salah satu inovasi di bidang arsip kepegawaian dimana
mendukung program pimpinan dalam rangka program paper less office.
Aplikasi SIPETA dibuat dalam rangka peremajaan dan digitalisasi Tata
Naskah BKN Tahun 2017.
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C. LANGKAH-LANGKAH YANG BELUM DILAKUKAN

Meskipun secara umum kegiatan-kegiatan dalam Pokja Penataan Sistem
Manajemen SDM telah terlaksana, namun demikian masih ada beberapa
kegiatan yang belum selesai, atau kegiatan tersebut mengalami pergeseran
jadwal menyesuaian dengan perkembangan keadaan seperti kegiatan
Sertifikasi Teknis Pengelola Kepegawaian dan Pengembangan Sistem
Magang.

Contoh kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada tahun 2017
yaitu pemetaan potensi dan kompetensi, karena banyaknya jumlah pegawai
BKN sehingga pelaksanaannya harus bertahap. Selain itu juga karena
sebagian pegawai BKN adalah pegawai kantor regional. Beberapa kantor
regional memang dapat melakukan pemetaan potensi dan kompetensi
secara mandiri, karena telah dilengkapi oleh sumber daya dan fasilitas yang
diperlukan. Sedangkan beberapa kantor regional karena belum tersediakan
sumber daya dan fasilitas, penyelenggaraan pemetaan potensi dan
kompetensi masih harus bekerjasama dengan pusat.

Beberapa kegiatan karena alasan skala prioritas terpaksa harus
mengalaman pemunduran jadwal. Beberapa kegiatan tersebut adalah
Sertifikasi Teknis Pengelola Kepegawaian yang sedang dirancang rencana
aksinya, dan akan dilaksanakan pada tahun 2018. Untuk kegiatan
pengembangan sistem magang, BKN pernah mengirimkan pegawai untuk
melaksanakan magang kerja di Bappenas. Namun demikian dasar

peraturan dan sistemnya baru akan dirancang pada tahun 2018.

D. PERMASALAHAN YANG MASIH JADI KENDALA

Sebagaimana dipaparkan pada subbab sebelumnya, kegiatan pemetaan
potensi dan kompetensi pegawai belum terlaksana pada semua pegawai.
Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang menyebabkan
terjadi pergeseran skala prioritas kegiatan. Terkait dengan kendala ini,
kegiatan pemetaan potensi dan kompetensi pegawai sebagian mengalami

pergeseran jadwal dari tahun 2017 ke 2018.
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BAB I
PENUTUP

Laporan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
Badan Kepegawaian Negara bidang Penataan Sistem Manajemen Sumber
Daya Manusia merupakan salah satu bahan kelengkapan yang tidak
terpisahkan dari dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
BKN. Laporan ini juga merupakan pelaksanaan evaluasi sistem manajemen
SDM organisasi. Kegiatan-kegiatan dalam rangka penataan sistem
manajemen SDM di BKN pada umumnya telah dapat terlaksana, meskipun
ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target dari sisi kuantitas.
Kegiatan pemetaan potensi dan kompetensi pegawai telah dilakukan,
namun demikian pemetaan potensi dan kompetensi pelaksana harus
mengalami pergeseran jadwal pelaksanaan dan baru terlaksana pada tahun
2018. Meskipun demikian, hampir semua kegiatan reformasi birokrasi
bidang penataan sistem manajemen SDM telah dapat terlaksana sesuai
rencana dan sesuai dengan target.

Laporan kegiatan reformasi bidang penataan sistem manajemen SDM
diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang
pelaksanaan aspek-aspek utama dalam reformasi birokrasi khususnya
bidang penataan sistem manajemen SDM. Selain itu, diharapkan laporan
ini dapat menjadi dasar untuk kegiatan monitoring dan evaluasi

selanjutnya.
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